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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.421.5/108/PTSP/VII/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA TAWA TANAH KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TlMUR

Menimbang Doa m ‘untuk mer an dan meningkatkan pelayanan pendidikan

§anah Kewapante dan aspek
Caratan untuk diberikan Izin
"'Sekolah Menengah Kejuruan

o Operasaona! Penyelenggaraan Sa!uan Pend:d:
L ASMIK); i i
. bahwa berdasarkan pemmbangan sebagaimana_ dlmaksud dalam huruf a dan b
dlatas perlu' rnenetapkan Keputusan Kepaia Dlnas Penanaman Modal dan

Mengingat ¢ 4. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1 i
: Tlngkat 1 Bah Nusa Tenggara Barat da‘_ 1 NL sa Tenggara T_mur.-(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115‘*- Tambah _Lgmbaran Negara

 Republik Indonesia Nomor. 1 649) :

2. Undang-Undang Nomor:20 Tahu .}2003 tentang _Stste' Pendldlkan Nasional
ik Indonesia ‘Tahun' :'2003‘ Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Repubtlk Indonesia Nomor 4301) '

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indoneésia Tahun 2014'Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor .5587) sebaga:mana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

. Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemenntah Daerah (Lembaran
"« Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Negara Republik
“Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendnd:kan (Lemb@pan Negara Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan’ Lembaran Negara Nomor“’5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemenntah Nomor GaTahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor" T, Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran ‘Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Repubik indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar
Fengelolaan Pendidikan olsh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah;




9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

10. Surat Mendiknas Nomor 14/NPN/HK/2007 Tanggal 24 Januari 2007 tentang
Prioritas Pendirian Sekolah Menengah;

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15
November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan
dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan 1. Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Tawa Tanah Kewapante Kabupaten
Sikka Nomor : 945/1.21.24/SMK/MNNY2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang
Permohonan Izin Operasional SMKS Tawa Tanah Kewapante:
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor : 848/2127/PK/2021 Tanggal 01 Juli 2021.

Menetapkan

KESATU endidikan Sekolah Menengah
paten Sikka dengan Alamat JI.

bidang keahlian sebagai

Lama Pendidikan
. 3 Tahun

"3 Tahun

3 Tahun
i Pari is i 3 Tahun
i Agribisnis dan . 3 Tahun
. Agroteknologi i :
KEDUA Izin Operasional’ini dikeluarkan sebagai proses penerimaan
Peserta Didik Baru (PDB); ; e ; &
KETIGA _lzin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tah in terhitung mulai.tanggal 05 Juli 2021 sampai

i & dengan tanggal 04 Juli 2026, setelah'itu diusulkan untuk di
KEEMPAT . : Sekolah Menengah Kejuruan Swasta-
. berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar
. ' berbagaiketentuan yang berlaku o
KELIMA ;' Keputusan ini mulai berlaku pada tangqal. ditetapkan dengan ketantuan, akan. ditinjes
. kembali apabila pada kemudian hali ternyata terdapat kekelirian dalam penetapannya

ng;
an pante Kabupaten Sikka
asional fikan dan memenuhi

subernur NusaTenggara Timur
iaRlinas Penanaman Modal

g
=2

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di JakoRe

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

Wakil Gubemnur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

Bupati Sikka di Maumere;

Direltur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengsh, Kementerien Pendidikan dan ¥ekudaysan Repuklik Indenesie & Jakarta;
Direkiur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka di Maumere;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sikka di Maumere;

Koordinator Pengawas Dikmen Kabupaten Sikka di Maumere.
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